nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

TESIS

Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “holding
company” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif
Hukum Perusahaan

BIDANG KAJIAN UTANM KUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU
2021



nery we[sy sejsIdAmu ) ueeyeisndidg

TESIS

Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “holding company” PT
Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan

DI disay yepepe fur udwnyo(

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.



—RETWes| SejisdIdAtun ueeyesndig

DI disay yepepe fup udwnyo(

TESIS

Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “holding
company” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif
ukum Perusahaan




NeNN WIPISY SEASIAIATON neeveasndioy

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilakukan bimbingan tesis terhadap:

Nama

No.Mahasiswa

Bidang Kajian Utama

Pembimbing I

Pembimbing II

Judul Tesis:

ANALISA YURIDIS' TERHADAP PEMBENTUKAN “HOLDING COMPANY” PT
PERTAMINA (PERSERO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHA AN

: Rizqi Asfhahani

: 191022120

: Hukum Bisnis

: Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

: Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Neo

Tanggal

Berita Acara Bimbingan

Paraf

Pembimbing
I

Pembimbing
I

15 Oktober 2021

Perbaikan Tesis :

e RevisiJudul

e Revisi Teori Terapan

e (Cara penarikan kesimpulan

e Tambahkan buku-buku referensi
tentang holding company

15 November 2024

e Pengecekan perbaikan
Revisi Teori Terapan dari Posner

7 Desember 2024

e Pengecekan perbaikan
» Pengecekan BAB III dan BAB IV

s

15 Desember 2021

e Pengecekan perbaikan
¢ Revisi subjudul BAB I
e Revisi BAB IV dan Abstrak

22 Desember 2021

e Pengecekan perbaikan
e Revisi Spasi Kutipan

24 Desember 2021

e Pengecekan perbaikan

DS

N Y



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

¢

ket ‘.

,
o
5
e
”
(
¢

%

Pekanbaru 27 Desember 2021




PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Rizu
Marpoyan Damai, Pekanbaru. Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

- Program Pascasarjz

'-d Nama
NPM

Program Studi

": Telah melalui proses pe sa em . e gpunakan aplikasi
3‘ Turnitin pada tangga

batas maksimal

JJJJJ

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H Meini Giva Putri. S.Pd.

3 Lampiran :
Turnitin Originality Report
Arsip meinigiva



Turnitin Originality Report

v 010 1% 6] pie )
Seitanity by Gnaenm

Serniarity (rimy

]
b

Analica Yundis Terhadap Pembentukan "Noiding
company” PT Pertamina (Persere) Oalam

3% match (Internet from 2 7.5, Lo ZOLE)
'_'111""!-":' ean, e st M A s PH '."”:""”(’.Z_')‘_'.‘_-:{}Q";'::14'1"""”'-3 e ;jl

~

BURS OB ECETAET G035 e trfrred ey 2ty :
bUns los\acerden urlar oraglgray ztys

O f e g 4 R -
e RS LY s

Rs fimedia nell com/med.

BB U e B G (e saemiss, AT A i .
jal2n-y, g E AL e e L A g T
menyrit-sers odf

@“\ “‘\\\“ .. .‘

~N
2
&
=2
(sl
-
—~
=
2
=
a
r
&
3
2
%
t
.‘

1% match (Internet fro,
os: iegoc.com

2N

1% match {internet from
hiig:ffrepostnry. umsy ac)

1% match (Internet from
https://yohznesputrablog

1% match (student papers

Submitted 1o Universtas Al

1% match (student papers
Submitted g Gysgag5ang N

I Ualunyo(]

1% matcn (Internet from 1
hiips://dsnace i ac id/bit oo
ng#llgwn’::y’ggng uence=1

1% match ()

Jughizrte, Laby

;\\%\&‘5\‘%\3‘3‘%

Surye, “pEME

2m3 Utiiversity’, 2518

tizre

1% metch (Internet from 09-Fe
nUp: i wtryrncics Hluasnut comyiZ

ﬁ‘

1% match (Internet from 25-Jzn-2

hun:/Mzwznghezuty.blogsoot.com/2 ’1’1

TESIS Analisa ‘furidis Terhadap Pembentubkan “held E 15 Theg

Peruszhaan Diajukan untuk memenuhi salah s2 e % us ] q"%h i 4agister Hukum (M.H.) Program

Magister limu Hukum OLEH: NAMA HOMOR MAHAS D Qm I RIZQI ASFHARANI : 151022120 -

HUKUM BISNIS PROGRAM MAGISTER. (52) ILMU HUK JANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEFANBARU 2021 Abstrak Pada tznggal 10 September 2021, 2 (Perserc) secara resmi telan melaksanakan

program restrukturizasi perusahaan melzlui pembentukan Helding Company dan Sutholding Company, Pembentukan

tersebut kemudizn menimbulkzn polemik di masyararat mengingat status PT Pertamina (Persero) sebagai parusahaan

Ezdzn Uszhz Milik Negara (EUMN) yang 100% (ceratus persen) sahamnya dimili oleh Nagara, Selain ity terdapat

rekuztiran akan adanya pelaksanaan swastanicasi mengingat terdapat wacana untuk dilaksanakannya [nitial Public

\ Offering (IPO) atas Subholding Company atau Anak-anzk Perusahaan PT Pertamina (Persero). Pergaturan mangena

| pembentukan holding company, sebenarnya belum diatur secara eksglisit ds datam Ungang:Ungang Nomor 4 Tanun

| MQMW, namun g delam prakter sudah terjadi di Indonesia, Berdasarkan hal tersebut, maka

| muncullah 2(dua) isu permasalahan yang azan diteliti clen Penulis dalam tesis ini yavni mengenar keabsanan
pelarsanasn restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan fholding-subholding company dan Tanggung
Janab Hukum antzra holding cornpany PT Pertamina (Persers) dengan subnoiding company” anak-anak Perusahaan
PERTAMING Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulic dalam gerieliian ini adalan penelitian normatif yuridis, yaitu

; penelitian yang menexankan pada penelitizn nofMa-norma nukurm secara tertuhs dan data sekunder. Obyek Penehtian

i &dalzh requiasi teryait holding company, ¥eabsahan pelaksanaan hioldingisass pads PT Pentamina (Persera), hudungan

ey hukum antzrs pr Pertarnina (Persero) selaky Induk perusatiaan dengan Subholdingnya serta tanggung jawab hukumnya,

{ Dalam penelitian imi penulis menggunakan metode penenkan kesimpulan dengan metode degutit, yaitu penarikan

kgt kesimpulan dari hal-ha) 7ang bersifat umum kepada hal- hal yang bersifat khusus Dari Penelitian Tesis inl didapatkan

| : kesimpulan bzhwa pelaksanaan holding- ubhoiding yang dilakukan oleh PT PertaminalPersern) adalah sah secara

}‘ [ hukum, karena Imerupatan avsi korporesi yang dilskuksn dalam rang«a restruktunisas: perusahaan dan menindaklanjuty
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permintazn tenteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagar RUPS. Dan mengenai Tanggung Jawab hukum PT Pertamina
(Persero) selaku Holding Company kepada Subholdingnya/Subisidiary/Anak-anak gerusahaannya hanya terbatas (mited
and separated liability) pada sebesar saham yang ditanamkan pada subholdingnya, kecuali pada beberapa kasus
pPembiayaan kredit sindikasi, PT Pertamina {Persero) menjyadi penjamin (Guarantor) Subholdingnya. Mengingat befum
et adanya pengaturan mengenai holding COMpany, Maka penulis menyarankan untuk dibuatnya suatu produk fzeaturan
i SEDACARY-UNTaGGaN yany spesifiv ety ey Upl0inn Lumnacy, khususnya bagi perusahaan BUMN seperti PT
| Pertamina (Persero) Kata Kunci: Molding Company, BUMN, PERTAMINA BAB | PENDAHULUAN A. Latar Belakang Saat ini
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Abstrak

Pada tanggal 10 September 2021, PT Pertamina (Persero) secara resmi telah
melaksanakan program restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan Holding
Company dan Subholding Company. Pembentukan tersebut kemudian
menimbulkan polemik.di masyarakat mengingat status PT Pertamina (Persero)
sebagai perusahaanBadan Wsaha Milik Negara (BUMN) yang 100% (seratus
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara. Selain itu terdapat kekuatiran akan adanya
pelaksanaan swastanisasi mengingat terdapat wacana untuk dilaksanakannya Initial
Public Offering (IPO) atas Subholding Company atau Anak-anak Perusahaan PT
Pertamina (Persero). Pengaturan-rmengenai, pembentukan holding company,
sebenarnya belum diatur,secara“eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun di dalam praktek-sudah terjadi di
Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah 2(dua) isu permasalahan yang akan
diteliti oleh Penulis dalam tesis ini yakni mengenal. keabsahan pelaksanaan
restrukturisasi-PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan holding-subholding
company dan. Tanggung Jawab Hukum antara holding company PT Pertamina
(Persero) dengan subholding company” anak-anak Perusahaan PERTAMINA

Jenis penelitian'yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif yuridis, yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian norma-norma
hukum secara tertulis dari data sekunder. Obyek Penelitian adalah regulasi terkait
holding company, keabsahan pelaksanaan holdingisasi pada PT Pertamina
(Persero), hubungan hukum antara PT Pertamina (Persero) selaku Induk perusahaan
dengan Subholdingnya serta tanggung jawab hukumnya. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu
penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat
Khusus

Dari Penelitian Tesis ini didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan holding-
subholding yang dilakukan.oleh PT Pertamina(Persero) adalah sah secara hukum,
karena merupakan aksi korporasi yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi
perusahaan dan menindaklanjuti. permintaan Menteri BUMN selaku wakil
pemerintah sebagai RUPS. Dan mengenai Tanggung jawab hukum PT Pertamina
(Persero) selaku Holding Company kepada Subholdingnya/Subsidiary/Anak-anak
perusahaannya hanya terbatas (limited and separated liability) pada sebesar saham
yang ditanamkan pada subholdingnya, kecuali pada beberapa kasus pembiayaan
kredit sindikasi, PT Pertamina (Persero) menjadi penjamin (Guarantor)
Subholdingnya. Mengingat belum adanya pengaturan mengenai holding company,
maka penulis menyarankan untuk dibuatnya suatu produk peraturan perundang-
undangan yang spesifik mengatur mengenai holding company, khususnya bagi
perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero)

Kata Kunci: Holding Company, BUMN, PERTAMINA
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A. Latar Belakang

BAB |
PENDAHULUAN

engingat pada saat

sebagian besar

merupakan salah satu strategi untuk membuat perusahaan plat merah terus
berkembang dan berekspansi hingga keluar negeri.!
Dengan pembentukan Holding diharapkan akan memudahkan

perusahaan BUMN untuk lebih mandiri, kompeten, lebih agile dalam

! Lisnawati, Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara di Indonesia,

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol .XI,No.01/Puslit/Januari/2009, hal.19
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beradaptasi dengan iklim bisnis dan persaingan di luar, selain itu juga lebih-

memudahkan BUMN dalam mencari sumber permodalan untuk pembiayaan

tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain

usaha.? Sedangkan Munir Fuady memberikan definisi “holding company”
sebagai suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu
atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan

tersebut.®

2 M.Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, BLKM, Yogyakarta, 1984, hal.70
8 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999 hal 84.
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Secara harfiah, definisi “holding company” tidak dikenal di dalam

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun-

di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

1. Sub Holding Upstream

2. Sub Holding Refinery & Petrochemical

3. Sub Holding Commercial & Trading

4. Sub Holding Power & New and Renewable Energy
5. Sub Holding Gas

6. Sub Holding Shipping Company



Pembentukan “holding company” ini merupakan titik kulminasi
eksistensi berdirinya  PERTAMINA. Untuk diketahui, PERTAMINA-
memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Pasca kemerdekaan
Indonesia pada tanggal+17 Agustus..1945 dan dengan diundangkannya
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45), semangat nasionalisme di Indonesia
semakin memuncak, hal-tersebut jugasberimbas dengan keinginan untuk
berdikari dan berdaulat baik dalam aspek politik, sosial dan ekonomi. Hal
tersebut sebagaimana mengacu kepada amanat ketentuan Pasal 33 Ayat (2)
dan Ayat (3) UUD’45 yang menyatakan bahwa:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasal hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara serta

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh -negara dan.dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. **

Pada awal-awal kemerdekaan, seluruh sendi-sendi perekonomian di
Indonesia masih di dominasi oleh perusahaan-perusahaan milik Belanda, oleh
karena itulah-maka Pemerintahan Presiden Sukarno mengeluarkan kebijakan
untuk melaksanakan.Nasionalisasi melalui pengambilalihan perusahaan-
perusahaan Belanda tersebut. Beberapa perusahaan Belanda yang diambil
alih pada saat itu dan beralih menjadi Perusahaan Nasional adalah Perusahaan

Listrik Negara (PLN), Jawatan Kereta Api, jawatan Pos Telegram dan

Telekomunikasi (PTT), Jawatan Pegadaian, Jawatan Angkutan Motor R,

4 Lihat ketentuan Paasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945



Garuda Indonesiaa Airways (GIA) dan beberapa perusahaan lain yang
mengelola kepentingan umum.

Adapun payung hukum untuk pelaksanaan Nasionalisasi tersebut
adalah Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia yakni
Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 (UU No. 86/1958) tentang
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahiaan /Milik Belanda yang berada di dalam
wilayah Republik Tndonesia yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1958
tetapi berlaku surut sampai tanggaal 03 Desember 1957.

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nasionalisasi tersebut
beberapa diantaranya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 2 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang
Nasionalisasi Perusahaan Belanda, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 03 tahun 1959 teptang Pembentukan Badaan Nasionalisasi Perusahaan
Belanda serta Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1959 tentang Pokok-pokok
Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Langkah kebijakan Pemerintaah dalam pembentukan Perusahaaan
Minyak dan Gas Bumi winilah. merupakan salah satu langkah untuk
mengembalikan kedaulatan energi di Indonesia yang saat itu di dominasi oleh
Perusahaan milik Belanda (Shell dan NV BPM/Bataafsche Petroleum
Maatschappij) dan perusahaan milik Amerika Serikat (STANVAC dan
CALTEX). Hal tersebut dilakukan dengan menata kembali status-status
perusahaan-perusahaan minyak asing di Indonesia. Peraturan-peraturan yang

diterbitkan terkait hal tersebut beberapa diantaranya adalah Undang-Undang
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Nomor 44 Tahun 1960 (UU No 44 Prp 1960) atau Undang-Undang

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun

1963 tentang Penetapan Tenggang Waktu Peralihan Pelaksanaan Usaha

dimaksud dinyatakan
“bahwa Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh
Perusahaan Negara semata-mata .
Perusahaan-perusahaan Nasional inilah yang di kemudian hari
bertransformasi menjadi Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara),

dimana salah satunya adalah PT Pertamina (Persero).
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PT Pertamina (Persero) berdiri resmi pada tanggal 10 Desember
1957, pada awalnya perusahaan tersebut bernama PT Perusahaan Minyak

Nasional (PERMINA) dan kemudian pada tahun 1960 berubah status menjadi

sebagai berikut:

o
=4
n G
v
&
L
g

bumi dengan

Sehingga berdasarkan tugas-tugas diatas maka PERTAMINA
bertindak selaku Kuasa Pertambangan dan menjalankan fungsi Regulator di
bidang Hulu (Upstream) dimana PERTAMINA yang mewakili Negara dalam

penandatanganan kontrak Kerjasama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

5 Laman resmi PT Pertamina (Persero), www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina, diakses

pada 21 September 2021


http://www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina
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(Production Sharing Contract/PSC). Selain itu PERTAMINA juga bertindak

selaku Regulator dan Operator di bidang Hilir (Downstream) dengan

melakukan pengawasan, produksi bahan bakar minyak dan gas bumi serta

Jan kedudukan
dan Operator

di bidang Hilir

A ELE T

Pengatur Hilir

li bidang Hulu

Sauna

inyak dan Gas

status menjadi PT PERTAMINA (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 31 tahun 2003 (PP No. 31/2003) dan pada tanggal 10 Desember 2005
merubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau,
biru dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian

lingkungan.
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Transformasi PERTAMINA tersebut juga diteruskan dengan

pelaksanaan transformasi fundamentum dan usaha Perseroan pada tanggal 20

July 2006 melalui perubahan visi perusahaan yakni “Menjadi Perusahaan

I Participating
kspansi bidang

Bakar Umum

organisasi PERTAMINA sekaligus susunan Direksi sesuai dengan Surat
Keputusan Men BUMN Nomor SK 198/MBSEU/06/2020 tentang

Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan



Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Pertamina.®

Di dalam Keputusan Menteri BUMN tersebut, diputuskan 6 (enam)
orang anggota Dewan Direksi baru PERTAMINA menggantikan 11(sebelas)
orang anggota Dewan Direksi sebelumnya. Direksi baru tersebut, yakni
“Nicke Widyawati sebagai | Direktur sUtama, Imam Rachman sebagai
Direktur Strategi, Portfolio dan pengembangan Usaha, Emma Sri Martini
sebagai Direktur Keuangan, Koeshartanto sebagai Direktur Sumber Daya
Manusia, Mulyono sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur serta M.
Haryo Yunianto sebagai Direktur Penunjang Bisnis .

Terhadap pelaksanaan “restrukturisast korporasi” yang dilakukan
oleh PERTAMINA tersebut juga terdapat adanya ketidaksamaan pemahaman
sehingga menimbulkan-Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Nomor 386/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Dkk. Dalam provisi Gugatannya, FSPPB
meminta Menteri. BUMN untuk menunda sementara pelaksanaan Surat
Keputusan Menteri Badan. Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor: SK-
198/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan,
Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Pertamina. Selain itu juga meminta penundaan

6 Media Internal PT Pertamina (Persero), PERTAMINA Energia Weekly Edisi 15 Juni
2020 No.24 Tahun LVI Hal. 1, dikutip pada 21 Februari 2021

10
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sementara pelaksanaan Surat Keputusan No.Kpts-18/C0000/2020-S0 tentang

Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero) terlebih dahulu sampai

adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.’

ga bagaimana

n “Subholding

enelitian dalam tesis
p pembentukan

rspektif Hukum

Sebagaimana dijelaskan pada bagian latar belakang di atas, hal yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah keabsahan pelaksanaan restrukturisasi PT Pertamina

(Persero) dengan pembentukan “Holding-Subkolding company ?

7 Laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat www.sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.

php/detil perkara/386/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst , diakses pada 21 Februari 2021

11
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2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum antara “holding company” PT

Pertamina (Persero) dengan “Subholding company” Anak-Anak

Perusahaan PERTAMINA?

1. mengenai  apakah

melaksanakan
ding company”

urut perspektif

1. Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan lebih
khusus pada sehingga dapat memberikan kontribusi akademis bagi
pengembangan Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian Hukum

Minyak dan Gas di Indonesia.

12
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2. Secara praktis, penelitian tesis ini dapat menjadi rujukan bagi evaluasi

yuridis mengenai keabsahan pelaksanaaan “holding company-Sub

holding company” oleh Perusahaan BUMN, mengingat hingga saat ini

karya ilmiah, serta sebagai arahan (guidance) dalam mengumpulkan Bahan
Hukum Primer, Sekunder, maupun Tersier.’® Teori Hukum yang akan

digunakan dalam penelitian berfungsi sebagai kelanjutan dari usaha

8 Universitas Islam Riau, Pedoman Penulisan Tesis Program Magister llmu Hukum, UIR
Press, Pekanbaru 2018, hal. 8.

° | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hal.129-130.

10 1bid., hal.132-133.

13
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mempelajari hukum positif yang melihat pada peraturan-peraturan hukum

dengan segala permasalahannya. Tugas Teori Hukum adalah memperjelas

postulat-postulat hukum hingga kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.

perundang-undangan lazim disebut juga wetegeving, gesetgebung ataupun
legislation. Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving atau
Gesetgebung) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang

berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah legislation dapat diartikan

11 Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hal.207.

14
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dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.!? Istilah
wetgeving diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang

keseluruhan daripada undang-undang negara.®* Sedangkan istilah

pbentukan atau
tingkat Pusat

maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam

konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang

hal.3

12 Maria Farida Indrati Seoprapto, llmu Perundangundangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007

13 1bid
4 1bid
15'S.J Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, IImu Perundang-

undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal.3

16 Maria Farida Indriati Soeprapto, Op.Cit.hal.3

15
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mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.”*’

. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.”
Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan
jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat

memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan.

17 pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

18 Jan Michiel Otto dalam Sidharta, “Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka
Berfikir ”, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hal. 85

16
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Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum

tidak identik dengan keadilan.®

d. Distribusi (distribution).
Dengan adanya aspek ekonomi tersebut, analisa ekonomi atas
hukum dapat membentuk asumsi baru bahwa individu secara rasional akan

berusaha memenuhi kebutuhannya demi mencapai kepuasan maksimum.

19 Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam llmu Hukum, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.24

20 Johnny Ibrahim, “Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, CV. Putra Media
Nusantara,” Surabaya, 2009, hal.50

17
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Keinginan manusia dalam memenuhi hal tersebut, harus membuat keputusan
dalam aspek kehidupannya, mengingat ketersedian sumber daya tersebut

terbatas. Manusia akan mencari piliithan yang terbaik bagi dirinya dan akan

negara yang dipisahkan.?

2! Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara

18
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2. Perseroan Terbatas/PT

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-
undang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.?> Untuk perusahaan

BUMN, RUPS adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk

22 |_ihat ketentaun pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
23 Lihat ketentuan pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara

24 Lihat ketentuan pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

19
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mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan

pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan.?

salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan

guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.?

% |ihat ketentuan pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara
27 Lihat ketentuan pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
28 Lihat ketentuan pasal 1 angka 6 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
29 Lihat ketentuan pasal 1 angka 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara

20



F. Metode Penelitian

1. Penjelasan Umum

Secara sederhana metode penelitian diartikan sebagai tata cara
bagaimana melakukan penelitian.*° Kata-metode adalah penggabungan dari
kata meta yang artinya menuju, melalui, mengikuti dan kata hodos yang
berarti jalan, cara, atau arah. Vletode dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah
yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami
subjek dan/atau objek penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang
dapat dipertanggungjawabkan.®! Metode berfungsi sebagai titik awal menuju
proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.®> Sementara kata
penelitian” ditarik pengertiannya dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu
research, yang dimaknai pencarian kembali. Penelitian didefinisikan sebagai
sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan®® dengan suatu usaha
yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap permasalahan
yang ada, yaitu melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sesuali
dengan teori-prinsip, dan asumsi tertentu.3*

Dengan demikian;.metodolegi- penelitian dipahami sebagai suatu

rangkaian langkah sistematis untuk memecahkan dan menemukan jawaban

%0 Jonnaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Penerbit Kencana, Jakarta, 2018, hal. 2.

31 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Rajawali Press,
Jakarta, 2003, hal.24.

32 Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.13.

33 «Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat ”, Rajawali Press, Depok, hal. 1-3

3 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha llmu,
Yogyakarta, 2006, hal.15.
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ilmiah atas suatu permasalahan.®® Metodologi penelitian yang diterapkan
harus selalu dapat disesuaikan dengan ilmuu pengotahuan yang menjadi

induknya. Metode penelitian hukum memiliki ciri-ciri tertentu yang menjadi
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ainnya. “Secara

kum dibedakan

% Adrianus Herman Henok, Tinjauan Yurudis terhadap Perdagangan yang Berbasis
Pencucian Uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Tesis Fakultas Hukum
Ul, 2012, hal.20.

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit.

371 Made Pasek Diantha, Op.Cit.

3 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hal.25.

39 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hal.13-14.
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penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan
penelitian terhadap efektifitas hukum.*°

Berdasarkan penjelasan diatas, “metodologi penelitian hukum juga

an penelitian yang

elitian terhadap

penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang menekankan pada
penelitian norma-norma hukum secara tertulis dari data sekunder.

Penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan

40 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia

Publishing, Malang, 2005, hal.302.

41 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hal.25.
42 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hal.13-14.
43 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia

Publishing, Malang, 2005, hal.302.
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melakukan studi beberapa peraturan perundang-undangan serta dokumen

lain sebagai bahan hukum sekunder yang terdapat di dalam buku-buku,

berbagai karya tulis dan jurnal ilmiah hingga artikel-artikel yang terdapat

seperti Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. ** Dalam penelitian tesis ini, Bahan
Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan Hukum Perusahaan dan BUMN di Indonesia.

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hal.12-13.

24
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2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-

undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan

mendukung penelitian tesis ini. Pembahasan dilakukan secara terperinci
dan sistematis berdasarkan Bahan Hukum (Primer, Sekunder, dan

Tersier). Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu

45 1bid

46 1bid

47 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Penerbit PT
Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.158.
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mendeskripsikan dan kemudian membandingkan antara data dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli

hukum.*8

48 Robert Pangihutan R. Tesis, hal 27-28.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

yang dapat di

i dalam Naskah

terputus-putus, dengan tera dan dalam kedudukan tertentu dan

untuk mencari laba (bagi diri sendiri).*

4 Abdul Kadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia,” Citra Aditya Bakti, Bandung,

2020 hal.7

%0 |bid, Hal.8
51 “Apdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus,

Prenadamedia Group,” Jakarta, 2016, hal.82
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Eksistensi entitas Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan terbentuk di
Indonesia melalui Hukum Kolonial Hindia Belanda. Awalnya entitas ini

terbentuk di negeri Belanda dengan sebutan Naamlooze Venootschap (N.V)

ﬁ -kecil, antara

ANREAANY

ang disebut dengan “commenda
participale atau commenda participatie”. Para reders tetap
bertanggungjawab secara pribadi dan memimpin pengurusan perseroan
sebagai “principale reders”. Secara konstruksi bentuknya dapat kita

asumsikan mirip dengan bentuk “Comanditaire Vennoootschap” yang kita

52 Rudhi Prasetya, “Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Ctk ketiga, Citra Aditya Bakti”,

Bandung, 2001, hal 10.
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kenal sekarang. “Sebagai pertanda comanditaire participale, kepada mereka

diberikan penningen yang setiap waktu dapat dipindahtangankan.

Penningen ini diadakan dalam rangka mengumpulkan modal sebanyak-

ketentuan pasal 16 WvK yang menyatakan bahwa firma adalah persekutuan
perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama
bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan.

Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham Perseroan Terbatas

>3 |bid
> 1bid

29



itu tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Bagaimana historikal
dipakainya istilah Perseroan Terbatas disingkat dengan PT sebagai
pengganti dari NV tidak dapat diketahui secara jelas mengingat peraturan
perundang-undangan terkait Perseroan. Terbatas barueksis pada tahun 1995
dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Republik. Indonesia
nomor. 1 tahun 1995 tentang: Perseroan  Terbatas (UU No.1/1995) yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
tahun 2007 (UUPT). Namun jika kita mengacu kepada ketentuan Pasal 3
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal dapat disimpulkan bahwa
“Perusahaan/Badan Hukum harus didirikan berdasarkan hukum yang
berlaku di Indonesia._dan berkedudukan di Indonesia.” Sehingga
berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis berpendapat bahwa tidak ada
satu pasalpun yang memberikan pengertian perusahaan secara jelas saat itu
namun frasa" Perusahaan sering dipakai dalam beberapa perundang-
undangan.

Secara resmi pengertian atau definisi Perusahaan, tertuang di dalam
ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU No. 3/1982) dimana

dinyatakan “bahwa perusahaan adalah setiap bentuk hukum yang

55 Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman
Modal

30



menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia,
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba >

Kemudian rumusan.definisi_perusahaan tersebut lebih dipertegas di
dalam Kketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997
tentang Dokumen Perusahaan, difmana, dalam ketentuan Pasal tersebut
dinyatakan bahwa  “perusahaan adalah setiap. bentuk usaha yang
melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh
keuntungan dan atau laba. Baik yang diselenggarakan oleh orang
perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang
didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” °’

Selain penjelasan diatas, di dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah
diperbaharut dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Perusahaan
atau Perseroan atau Perseroan Terbatas (PT) juga di definisikan sebagai
badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa PT sebagai badan hukum mempunyai hak dan
kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan layaknya seperti manusia, PT
dapat memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di

depan Pengadilan.

%6 Lihat ketentuan Pasal Pasal 1 huruf b Undang-Undang Republik Indoneesia Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

57 Lihat ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan
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Menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pendiriannya harus

terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:°”

dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang
saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan
kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan,

pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut;

%8 Lihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
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7. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau
lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5),

serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya

baga-lembaga
PT juga harus

UUPT terbatas

beberapa perubahan krusial substansi terkait pengaturan mengenai Perseroan
Terbatas. khususnya yang diatur dalam UUPT. Ketentuan mengenai PT di
dalam UUCK diatur dalam ketentuan Pasal 109 bagian kelima UUCK dimana

dinyatakan sebagai berikut: >°

59 Lihat ketentuan Pasal 109 bagian kelima Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang

Cipta Kerja
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1. Perubahan definisi Perseroan Terbatas ketentuan Pasal 1 angka (1)
UUPT menjadi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah
badan<hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan.usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan
mengenai Usaha-Mikro dan Kegil .

2. Perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (7) UUPT menjadi 2(dua) ayat
terkait Usaha Mikro dan Kecil sebagai berikut:

“(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua)
orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh
negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Badan Usaha Milik Desa;

d:, Perseroan yang ,mengelola bursa efek, lembaga
kliring danpenjaminan, lembaga penyimpanan dan
penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan
Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau

e. Perseroan yang memenuhi Kkriteria untuk Usaha
Mikro dan Kecil.

(8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
diatur dalam'peraturan perundangundangan mengenai Usaha
Mikro dan Kecil.

3. Perubahan ketentuan Pasal 32 UUPT terkait modal dasar Perseroan
menjadi sebagai berikut:

“(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan

(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri
Perseroan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan
diatur dalam Peraturan Pemerintah. ”
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4. Perubahan ketentuan Pasal 153 UUPT terkait Biaya Perseroan
menjadi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
di bidang penerimaan negara bukan pajak.”’

5. Penambahan 10 (sepuluh) Pasal diantara Pasal 153 dan 154 sebagai
berikut:

Pasal 153A

(1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil
dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

(2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa
Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenat pendirian Perseroan untuk
Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah®.

Pasal 153B

(1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian
Perseroan.

(2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi
format isian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian
sebagaimana. dimaksud..pada ayat (1) dan format isian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.5!

Pasal 153C
(1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro
dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan
olen RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian
perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.®2

60 Lihat ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
61 Lihat ketentuan Pasal 153 B Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
62 Lihat ketentuan Pasal 153 B Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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Pasal 153D

(1)Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan
untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2)Direksiv. berwenang menjalankan« pengurusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap
tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini,
dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.®3

Rasal 153E
(1)Pemegang’ saham Perseroan ‘untuk. Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang
perseorangan.
(2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas
untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk
Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun.®

Pasal 153F
(1)Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan
dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan
keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah®®

Pasal 153G

(1)Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS
yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan
diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

(2)Pembubaran  Perseroan untuk. Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:

A. berdasarkan keputusan RUPS;

B. jangka waktu-berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan
pendirian telah berakhir;

C. berdasarkan penetapan pengadilan;

D. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan
niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit
Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

E. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam
keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang;atau

83 Lihat ketentuan Pasal 153 DUndang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
64 Lihat ketentuan Pasal 153 E Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8 Lihat ketentuan Pasal 153 F Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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F. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan
Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.®®

Pasal 153H

(1) Dalam_hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak
memenuhi kriteria. Usaha Mikro-dan Kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lehih, tanjut=mengenai, pengubahan status Perseroan
untuk Usaha" Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.%’

Pasal 153l

(1) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya
terkait pendirian badan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk
Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penerimaan negara bukan pajak.%®

Pasal 153J
(1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas
nama Perseroan/dan ‘tidakbertanggung jawab atas kerugian

Perseroan melebihi yang dimiliki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
apabila:

a. persyaratan Perseroan sebagal badan hukum belum atau tidak
terpenuht;

b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun
tidak langsung.dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan
untuk kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun

tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan
Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi
tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.®®

% Lihat ketentuan Pasal 153G Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
67 Lihat ketentuan Pasal 153H Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
68 Lihat ketentuan Pasal 1531 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8 Lihat ketentuan Pasal 153J Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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Dari penjelasan perubahan diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat
perubahan signifikan terhadap landscape hukum Perseroan Terbatas

diantaranya sebagai berikut:

langkah tersebut cukup bagus untuk mempermudah kesempatan

berusaha, khususnya bagi UKM, namun ketentuan tersebut juga
dilematis dengan salah satu prinsip PT dimana PT didirikan
berdasarkan Perjanjian yang pastinya subjek Perjanjian tersebut
minimal harus lebih dari 1(satu) Pihak. Jika ketentuan tersebut tidak

terpenuhi maka menurut hemat Penulis akan berimplikasi pada
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tanggung jawab PT yang terbatas menjadi tanggung jawab tidak

terbatas. Pendiri atau Pemegang Saham PT akan bertanggung jawab

pribadi atas segala perbuatan hukum dan kerugian PT menjadi tanggung

notaris dan hanya berdasarkan surat pernyataan pendirian yang
dibuat dalam bahasa Indonesia saja. "
Hal tersebut tentunya akan berkonsekuensi dengan kedudukan PT

sebagai subjek hukum dimana seharusnya terdapat pemisahan hak dan

70 Lihat ketentuan Pasal 109, bagian kelima angka 5 UUCK khususnya tambahan Pasal 153A
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kewajiban serta harta kekayaan pendiri dengan PT yang dituangkan di

dalam Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.

4) PT dapat didirikan oleh individu perorangan.

2. Putuse ] 0 2020 terkait PT

202/ dengan pokok

Ind
g
5,

S dalam perkara

emohon | dan Pemohon I

2. “Menolak Permo ovisi Pemohon IIl, Pemohon 1V,
Pemohon V, dan Pemohon VI.”

“Dalam Pokok Permohonan:

1. “Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon |1 tidak dapat
diterima;”

2. “Mengabulkan permohonan Pemohon Ill, Pemohon IV, Pemohon
V, dan Pemohon VI untuk sebagian; “

3. “Menyatakan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

1 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XV111/2020 tanggal 25 November 2020
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu
2 (dua)tahun sejak putusan ini diucapkan; "
. _“Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai
dengan dilakukan “perbaikan . pembentukan sesuai dengan
tenggang'waktu sebagaimana“ yang  telah ditentukan dalam
putusan ini;”
“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk
melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang
waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
menjadi inkonstitusional secara permanen; ”
“Menyatakanapabila dalam tenggang wakiu 2 (dua) tahun
pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan
Undang-Undang Republik Indonesia ‘Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor--245, rTambahan Lembaran. Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal
atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau
diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; ”
“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan
yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan
pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573); ”
“Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ”
“Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya.”
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Pengaturan mengenai PT yang termuat di dalam UUCK ini, menurut

hemat Penulis pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Noomor

91/PUU-XVI11/2020 tertanggal 25 November 2021 yang menyatakan bahwa

perbaiki cacat
pertimbangkan
lis berpendapat

hukum dalam

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan
dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45), semangat
nasionalisme di Indonesia semakin memuncak, hal tersebut juga berimbas
dengan keinginan untuk berdikari dan berdaulat baik dalam aspek politik,
sosial dan ekonomi. Sebagaimana mengacu kepada amanat ketentuan Pasal

33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD’45 yang menyatakan bahwa:
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“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara serta Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”"

perusahaan-

jen Sukarno

(UU No. 86/1958) tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik
Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan
pada tanggal 31 Desember 1958 namun berlaku surut sampai tanggal

3 Desember 1957. Kemudian pasca Undang-Undang Nasionalisasi tersebut,

terbitlah  Peraturan Pelaksanaannya diantaranya adalah Peraturan

"2 Lihat ketentuan pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945
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Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1959 tentang Pokok-pokok
Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 1959 tentang Pembentukan
Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda serta Peraturan Pemerintah
Republik “Indonesia nomor 40 tahun 1959 tentang Pokok-pokok
Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Peraturan perUndang-Undangan tersebut kemudian dilengkapi dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16;
Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha
Negara Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan lebih lanjut terkait BUMN kemudian diatur di dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang
BUMN yang berbentuk Perusahaan.Perseroan (PERSERO) dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang BUMN
yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM).

BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak dipunyai
oleh badan usaha lain yang dirumuskan sebagai: “A corporation clothed
with the power of government but possessed the flexibility an initiative of a

private enterprise” (Suatu badan yang berbaju pemerintah tetapi
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mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swasta). Disinilah
letak keampuhan lembaga BUMN."3

Sebagai salah satu Pelaku Kegiatan Ekonomi di Indonesia, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan dan fungsi yang sangat
vital karena memegang 2(dua) fungsi penting, yakni fungsi pelayanan
kepada masyarakat (public' service) .dan fungsi komersial (commercial
service).

Di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomer 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara/BUMN,
dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

1) “memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian

nasional padaumumnya dan penerimaan negara pada khususnya; ”

2) “mengejar keuntungan;”

3) “ menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia baran
dan/atau jasa,yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan
hajat hidup orang banyak;: !

4) “menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; ”

5) “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. ”

Sehingga dapat ‘dijelaskan bahwa fungsi dan peranan BUMN adalah

sebagai:

1) Sebagai produsen barang ekonomis dan jasa yang tidak disedikan

oleh swasta;

73 Panji Anaraga, BUMN, Swasta dan Koperasi, Pustaka Jaya, Jakarta,2002, hal. 2
74 Lihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN
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2) Merupakan alat dalam menata kebijakan perekonomian oleh

Pemerintah;

3) Sebagai pengelolaa dari cabangcabang produksi sumber daya

2)
3)

4)

kebutuhan hidup berupa barang dan jasa.

Dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Dapat mencegah terjadinya monopoli oleh swasta.

Dapat menaikkan kuantitas dan kualitas komiditi ekspor berupa

penambah devisa baik migas maupun non migas.
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5) Dapat meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk

pembayaran Dividen.

‘ml‘é_3

k

a)
b)
c)
d)
€)
f)

)

%
e
&
A
non

PT Kimia Farma Tbk,
PT Kereta Api Indonesia,
PT Bank BNI Thk,

PT Jamsostek,

PT Garuda Indonesia,
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g) PT Perubahan Pembangunan,

h) PT Telekomunikasi Indonesia,

1) PT Tambang Timah, dsb

miliki ciri-ciri Badan
SN ‘!\\\“ .00
i ' .g o diusulkan

é:-.
’o

oleh Menteri

SsNnNNRNNYYY)

i) Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata.

J) Tujuan utamanya adalah mendapatkan profit.

b) BUMN yang berbentuk Badan Usaha Umum /PERUM

Adalah BUMN yang selurunh modalnya dimiliki oleh negara dan

tidak terbagi atas saham. Maksud dan Tujuan PERUM adalah
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menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum
berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang

dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan

(Peruri).

Service).
b) Pemimpin berupa direksi atau direktur.

c) Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta.
d) Dapat menghimpun dana dari pihak.

e) Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari

kekayaan negara.
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f) Menambah keuntungan kas negara.

g) Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public

Regulasi terkait BUMN juga sempat mengalami beberapa perubahan

at bekerjasama
a Milik Daerah
Penelitian dan

erapan, dan/atau

‘:“ﬁ\ﬁl\

-
—*
=
Q
®
S
c
3
c
3
c
=
c
<

3) Dukungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di prakarsai dan/atau dikuasai

oleh BUMN.”’

5 Lihat ketentuan Pasal 66 pada BAB V Kewajiban Pelayanan Umum, Riset dan Inovasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

76 Lihat ketentuan Pasal 123 BAB VIII Pengadaan Tanah Bagian Kedua Pengadaan Tanah
Bagi Kepentingan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja

™ Ibid

50



4) Dukungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk

Kawasan Industri yang di prakarsai dan/atau dikuasai oleh

BUMN.®

1 vdwnyo(]

% )
.‘t

0 k' Investasi Pemerintah

AP disay yepepe

' ahtangankan oleh Pemerintah
N,

Pusat kedala : gelola Investasi sebagai penyertaan

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

modal. &

78 |bid

9 1bid

80 Ibid

81 |bid

82 Lihat ketentuan Pasal 137 BAB VIII Pengadaan Tanah Bagian Keempat Pertanahan
Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja

8 Lihat ketentuan Pasal 155, Pasal 157, dan Pasal 160 “BAB X Investasi Pemerintah Pusat
dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional Bagian Kesatu Investasi Pemerintah Pusat Paragraf 1
Umum “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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10) Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan
perizinan berusaha bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dari

BUMN, misalnya ketenagalistrikan, pengelolaan kehutanan,

EEETRETEN )

t"% .
)
(e
w
c
QD
o
D
=
c
O
QD
-
QD
=}

Konstitusi

B
|
@
3
o
®
S
c
<
&
S
S5
<
>
o
o
S

tidak sesuai tahun 2011 tentang
pembentukan  Peratu Jan a serta  perubahannya.
Mahkamah Konstitusi masih memberikan tenggang waktu kesempatan untuk
memperbaiki cacat prosedural Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut selama 2(dua) tahun, karena

mempertimbangkan tujuan strategis dari pembentukan Undang-Undang

84 Lihat ketentuan Pasal 173 “BAB X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek
Strategis Nasional Bagian” Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.

Penulis  berpendapat Putusan tersebut berpotensi  menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam aplikasi UUCK tersebut.

Q@.

perusahaan lain dan

Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan holding memiliki
banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-

beda.8®

8 M. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, BLKM, Yogyakarta, 1984, hal.70
8 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 80

53



Sedangkan menurut Komaruddin menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan “holding company ” ialah suatu badan usaha yang didirikan dengan
tujuan untuk menguasai sebagaian besar saham dari badan usaha yang akan
dipengaruhinya.®” Selain-pendapat tersebut, Ray. August juga menyatakan
bahwa “holding company” adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk
perusahaan atau beberapa:induk perusahaan yang bertugas mengawasi,
mengordinasikan ~ dan  mengendalikan  kegiatan usaha anak-anak
perusahaannya.®®

Blacks Law Dictionary juga memberikan definisi terkait “Zolding
company” sebagal berikut:

“A company that usually confines its activities to owning stock in, and
supervising management of, other.companies. A holding companies
usually owns a controlling interest in the companies whose stocks it
holds. In order for a corporation to gain the benefits of tax
consolidation, ancluding tax free dividends and-the ability to share
operating losses, the holding company must own 80% or more of the
voting stock of the corporation. 8°

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan \Widjaja sesuai pengertian
“holding company” dalam “Blacks Law Dictionary ”, bahwa yang dimaksud
dengan perusahaan holding adalah perusahaan yang kegiatan utamanya

adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya

melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak perusahaan.*

87 Komaruddin, Ekonomi Perusahaan dan Manajemen, Alumni, Jakarta, 1982, hal. 161

8 Sulistiowati 1, Aspek Hukum Dan Realita Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia, Jakarta:
Erlangga, 2010., hal. 24

8Henry Cambell, Black’s Law Dictionary-Centennial Edition 1891-1991.Ed.6.: West
Publishing Co, St.Paul Minn, 1990, hal.31

% Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Rajawali
Pers, Jakarta, 1999, hal.153
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sedangkan menurut Ningrum Natasya, yang dimaksud dengan perusahaan

holding adalah perusahaan kelompok sebagai satuan ekonomi dimana badan-

badan hukum/perseroan secara organisasi terikat sedemikian rupa dibawah

ompanies are

her foreign or

E\E

lity a group of
he subsidiary
0 them by the

7 issues all the

AnNALY

spesifik dan diakui secara yuridis terkait konstruksi “holding company”

tersebut.

91 Ningrum N. Sirait, Modul Hukum Perusahaan, Program Studi Magister Ilmu Hukum USU,

Medan, 2006, hal. 68

2007

92 P, T Muchlinski, Multinational Enterprises and the Law. Oxford University Press, Oxford,
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Saat ini terdapat beberapa pemikiran dari beberapa akademisi hukum
yang tidak sama mengenai konstruksi perusahaan grup baik dalam bentuk

jamak secara yuridis maupun kesatuan ekonomi sebagai berikut:

secara yuridis

Eksistensi munculnya perusahaan grup di Indonesia disebabkan oleh
karena desakan koordinasi operasional yang harus dilakukan oleh

perusahaan-perusahaan besar yang tidak dapat lagi dilaksanakan dalam satu

% Nita Aryani, Tanggung jawab hukum dalam kontruksi perusahaan induk (Holding
company) dan anak perusahaan dalam perusahaan grup,
http://lawandbeauty.blogspot.com/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-kontruksi.html , diakses

pada tanggal 12 Desember 2021
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entitas tunggal, tapi dilaksanakan dalam suatu grup yang terstruktur secara
garis komando koordinasi.

Suatu perusahaan dikatakan menjadi grup perusahaan yakni bila telah

Jireksi suatu

susunan dari

4) Terdapat tujuan, visi dan misi yang sama.

5) Terdapat 1(satu) Perusahaan yang berkedudukan sebagai
Perusahaan Induk di dalam holding company tersebut.
6) Terdapat anak perusahaan dan/atau beberapa anak perusahaan.

7) Manajerial bisnis dilakukan oleh manajemen yang terpisah.

9 Sulistiowati 2, Op.Cit., him 3
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8) Perusahaan induk memiliki saham mayoritas dari masing-masing

anak perusahaan dan mengendalikan semua jalannya proses usaha

pada setiap badan usaha yang telah dikuasai sahamnya.

(fractional ownership) cukup untuk dapat mengendalikan secara
efektif operasi perusahaan yang sahamnya dibeli. Pengendalian
kerja sering memerlukan pemilikan saham biasa lebih dari 25%.

Akan tetapi kepemilikan itu bisa saja hanya 10%. Selain itu

%Diana Tobing, strategi sinergi untuk memberdayakan BUMN di Indonesia”,
www.jurnal.unair.ac.id/filerPPF/07 30 September 2014, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.
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pengendalian berdasar margin yang sangat kecil dapat

dipertahankan melalui hubungan dengan pemegang saham yang

besar diluar kelompok “holding company ”” bersangkutan.

ini sedikit banyak
company” yang dapat
mengendalikan anak perusahaan dengan kepemilikan terbatas, tetapi
mengenai denda pajak tersebut jika lebih besar dari keunggulan
“holding company” lainnya merupakan masalah yang harus

ditentukan kasus per kasus.

% 1bid
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b) Mudah dipaksa untuk melepas saham.
Relatif mudah untuk menuntut dilepaskannya anak perusahaan

dari  “holding company” jika kepemilikan saham ternyata

Munir Fuady

holding company

prinsip kemandirian anak perusahaan ini dalam beberapa hal dapat

diterobos.

7 Divestiture atau Pelepasan adalah ketika perusahaan menjual lini produk, divisi atau anak
perusahaan
% Munir Fuady,Op.Cit., hal. 91-93
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2) Hak pengawasan lebih besar dari Perusahaan Induk.
Dalam praktiknya, perusahaan holding dapat melakukan pengawasan atau

kendali yang lebih mudah dan efektif, sehingga koordinasi di internal

¢ dengan anak
sama lain.
faatan sumber
si Perusahaan

jiatan diantara

Perusahaan Induk yang memiliki jam terbang cukup tinggi tentunya akan
dapat mengambil keputusan taktis perseroan dengan tingkat akurasi yang
terjamin dan lebih prospektif, karena dari segi kinerja, perusahaan induk
dianggap mampu memimpin dan mengonsolidasikan anak-anak

perusahaannya.
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Sedangkan kerugian dari pembentukan “holding company ~ adalah:*
1) Pajak ganda/Double Taxation

Terdapat kemungkinan adanya pemungutan pajak berganda oleh otoritas

ABAR
=
o
QD
=
2
w
>
@D

AnuNaN

4) Conglomerate game
Adanya potensi terciptanya conglomerate game yang dalam hal ini
berkonotasi negatif, seperti window dressing/manipulasi pelaporan
income perusahaan, transfer pricing, atau membesar-besarkan informasi

tertentu.

% Munir Fuady,Op.Cit., hal 91-93
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5) Likuidasi Unit Usaha
Terdapat kecendrungan yang lebih besar untuk melakukan likuidasi unit

usaha dari satu atau lebih anak perusahaan jika usaha tersebut dianggap

solusi dalam
badan usaha  selain
penggabungan/merger, peleburan/konsolidasi, dan pengambilalihan/
akuisisi. Keempat bentuk restrukturisasi tersebut memiliki beberapa

perbedaan yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:%°

100 Tabel aspek hukum terkait Restrukturisasi, Tim Lembaga Management FEUI
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Tabel 1

Tabel 1. Aspek Hukum terkait Restrukturisasi

RABISNIS

bentuk “holding company”
merupakan solusi yang dianggap lebih profitable jika dibandingkan dengan
cara melalui ekspansi penenaman modal, karena dengan cara ini, akan di
dapatkan kepastian mengenai daerah wilayah pemasaran, sumber bahan
baku olahan atau efisiensi biaya melalui penggunaan fasilitas dan sarana

yang lebih ekonomis.
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Menurut M. Yahya Harahap, dalam melaksanakan proses pembentukan

perusahaan “holding company” dapat dilakukan melalui tiga prosedur

yaitu:10

proses residu, tetapi sebagai perusahaan penuh dan independen.
3) Prosedur Terprogram
Dimungkinan pada sejak awalnya disadari diperlukannya
perusahaan holding. Sehingga sudah awal dilakukannya

pembentukan perusahaan holding dan untuk ekspansi bisnisnya atau

101 M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta,2005, hal. 50-51
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pembangunan lini-lini usahanya melalui cara pembentukan anak

perusahaan baru atau dengan jalan mengakuisisi perusahaan lain.

Perusahaan holding tersebut kemudian biasanya bersama-sama

satu sebabnya adalah dikarenakan Perusahaan Induk tidak memiliki
kompetensi jam terbang dalam bidang usaha yang dijalankan oleh

anak perusahaannya atau mitra atau pemegang saham lainnya dalam

102 https://www.pphbi.com/mengenal-holding-company/, diakses pada tanggal 10 Desember
2021
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anak perusahaan lebih berkompeten dalam menjalankan bidang

usaha terkait.

2. Operating Holding Company/Perusahaan Holding

an, Perusahaan Induk
anak perusahaan.
Dalam pembentukan usaha “holding company ” setidaknya melalui dua

proses pembentukan yakni sebagai berikut:1*

103 1pid
104 Munir Fuady 2, Op.Cit., hal. 71-72
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1) Integrasi Vertikal

yaitu usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap input

(backward) dan output (forward), ataupun keduanya. Melalui

diversifikasi tidak terkait atau diversifikasi ke dalam industri yang
sama sekali berbeda.
Selain itu terdapat juga pembagian perusahaan grup /“holding

company ” berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu:1%®

105 1hid
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1) Grup usaha Vertikal
Berarti bahwa jenis dari usaha masing-masing perusahaan masih

tergolong serupa, hanya produk yang dihasilkan saja yang berbeda-

JJJJJ

pemahaman lebih jelas mengenai keberadaan “holding company”.

Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 1%

106 1hid
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1) Ditinjau dari keterlibatan perusahaan induk dalam operasi bisnis

Jika menggunakan kategorisasi berupa keterlibatan “holding

company” dalam berbisnis sendiri (tidak lewat perusahaan anak),

A s

N
<

mencampuri soal manajemen dari perusahaan anak. Oleh karena
itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian

besar berada pada perusahaan anak.
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b) “holding company ” manajemen
“Disini “holding company ” ikut juga mencampuri atau setidak-

tidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis

51% saham

“holding company” ini adalah kombinasi dari “holding
company” afiliasi, subsidiary, non-kompetitif. Dimana ia
memegang saham pada beberapa perusahaan anak sekaligus,

ada yang kurang dari 51% saham, dan kompetitif
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2.

Implementasi Pengaturan Hukum Terkait “holding

company”/Perusahaan Grup di Indonesia

Pengakuan secara yuridis mengenai status “holding company ” belum

@ menggunakan
am section 736

endirikan anak

tas (hold a mayority

n B, dan hal itu

anggota direksi perseroan B, dalam hal ini perseroan A sebagai
perseroan induk dan perseroan B sebagai perseroan anak dimana
perseroan A sebagai perseroan induk “mengontrol direksi”

(director control) atas perseroan B.

197 M.Yahya Harahap, Op.Cit.,hal. 50-51
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3) Apabila perseroan A, sebagai pemegang saham atas perseroan lain

B dan perseroan A mengendalikan sendirian maupun berdasarkan

kesepakatan dengan pihak pemegang saham yang memiliki hak

perseroan B

L perseroan C

R vang dimaksud dengan "anak perusahaan” adalah perseroan yang

mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi
karena:

a.

b.

C.

lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk
perusahaannya;

lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh
induk perusahaannya; dan atau

kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian
Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk
perusahaannya.”
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2) Didalam ketentuan Pasal 30 huruf (b) UU 1/1995 mengenai pembelian
kembali saham dengan ketentuan:

b) “jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan
a.dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai
¢ e sepuluh persen) dari

- TR Al 1N
idal

bahwa:
ahaanya juga
PS dan tidak

g harus dicapai
atau Anggaran

5) Didalam ketentuan Pasa U 1/1995 menyatakan bahwa:

“(3) Saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya
juga tidak mempunyai hak suara.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UU 40/2007) sama dengan UU 1/1995 yakni tidak
mengatur secara eksplisit mengenai “holding company”. Didalam UU

40/2007 hanya memuat beberapa saja ketentuan mengenai ‘“holding
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company”, meskipun tidak secara langsung menyebutkan mengenai

perusahaan induk dan anak perusahaan yang dapat dijelaskan sebagai

berikut:

erorangan, atau

badan hukum

a anggota perusahaan grup, baik
melalui  kontrak, kepemilikan saham, ataupun kendali dalam
penempatan direksi.1%®

Meskipun terdapat sedikit revisi di dalam ketentuan Pasal ini oleh

UUCK dimana diperkenankan pendirian Perseroan Terbatas oleh satu

108 Sulistiowati, Op.Cit., hal. 20
109 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Perusahaan Kelompok, Fakultas Hukum Universitas
Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, hal. 1
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orang saja, namun mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 91/PUU-XVII1/2020 tertanggal 25 November 2021 yang

menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional secara bersyarat sedikit

Selain di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
Perseroan Terbatas, juga terdapat beberapa pengaturan terkait “holding

company ” sebagai berikut:
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1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal

Didalam peraturan perundang-undangan ini disebutkan mengenai

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;

e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik

langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
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2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan (UUPPH)

Di dalam peraturan perundang-undangan ini, relasi antara Perusahaan

ubungan istimewa,

| .@“ ' perusahaan

Pasal 14

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk
yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa
tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil
pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian
langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan
masyarakat.
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Pasal 27
“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa
perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang
yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan
beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama
; bersangkutan yang sama,.dpabila kepemilikan tersebut
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahe : \ Res asi Pl "; Persero) dengan

<>

ah perusahan

ARy (T

oleh negara.
mber 1957, pada

nyak Nasional

RN

=

status menjadi

Agustus 1968,

fli\

perusahaan milik asing yang asionalisasi yakni Stanvac dan Shell.
Kedua perusahaan asing tersebut dipaksa untuk menyerahkan seluruh asetnya
di Indonesia dengan dicabutnya hak konsesi yang sebelumnya diberikan
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sejak awal tahun 1900-an berdasarkan
Indische Mijnwet 1899 No. 214 tanggal 23 Mei 1899 Jo. Stb 1906 No. 434
tentang Konsesi Pertambangan. Pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan

33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yaitu:
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“Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.”

“Ayat (3): bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. ”

Belanda (PP No. 2/195¢

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 1959 tentang
Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (PP N0.3/1959);
5) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1959 tentang Pokok-pokok
Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (PP No.

40/1959);
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6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1959 tentang
pembatalan  hak-hak pertambangan yang menyatakan bahwa

membatalkan hak-hak pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah

7) epub o513 960 tentang

8) 1963 tentang
a Petambangan

an Perusahaan

9) Ke Presi ahun 1961 tentang

Caltex Indonesia Dan California Asiatic Oil Company Calasiatic) Texaco

Overseas Petroleum Company (TOPCO); P.N. Permina Dengan P.T.
Stanvac Indonesia, P.N. Permigan Dengan P.T. Shell Indonesia.

Pada saat itu PERTAMINA berkedudukan sebagai kuasa pertambangan

atau sebagai representasi negara dalam pemenfaatan dan pengelolaan migas

di Indonesia. Hal tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1)
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Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1960 (UU 44/1960)
yang menyatakan bahwa menyimpang dari ketentuan- ketentuan seperti yang
termaktub dalam pasal 4 Undang-undang tentang Pertambangan, maka
pertambangan minyak -dan_gas bumi--hanya diusahakan oleh negara;
sedangkan didalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU 44/1960 dinyatakan bahwa
Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan
Negara semata-mata.

Kemudian pada tanggal 15 Desember 1971, diperkuat dengan
diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1971
(UU No. 8/1971) tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara. Berdasarkan ketentuan UU No. 8/1971, PERTAMINA memiliki tugas
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 sebagai berikut:

1) Melaksanakan . pengusahaan minyak dan ~gas bumi dengan
memperoleh hasil'yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat
dan Negara;

2) Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas
bumi untuk dalam negeri (Public Service Obligation/PSO) yang
pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Sehingga berdasarkan tugas-tugas diatas maka PERTAMINA bertindak
selaku Kuasa Pertambangan dan menjalankan fungsi Regulator di bidang Hulu
(Upstream) dimana PERTAMINA vyang mewakili Negara dalam
penandatanganan kontrak Kerjasama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
(Production Sharing Contract/PSC). Selain itu PERTAMINA juga bertindak

selaku Regulator dan Operator di bidang Hilir (Downstream) dengan

melakukan pengawasan, produksi bahan bakar minyak dan gas bumi serta
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mendistribusikannya  bagi  masyarakat Indonesia  (Public  Service
Obligation/PSO).

Pada tanggal 23 November 2001, diundangkannya Undang-Undang
Republik Indenesia Nomor-22 tahun 2001(UU N0.22/2001) tentang MIGAS.
Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, maka merubah status dan
kedudukan PERTAMINA-dari sebelumnya bertindak selaku Regulator dan
Operator berubah menjadi Operator biasa. Untuk fungsi Regulator di bidang
Hilir dilaksanakan oleh Badan Pengatur (BPH MIGAS/Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi) dan untuk fungsi. Regulator di bidang Hulu
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi/BP MIGAS. Kewenangaan BP MIGAS int dikemudian hari dilanjutkan
oleh SKK MIGAS/Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-
X/2012 tertanggal 13 Desember 2012 yang membubarkan BP MIGAS.

Kemudian pada tanggal 18 Juni 2003, PERTAMINA resmi berubah
status menjadi PT PERTAMINA (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 tahun 2003 (PP No. 31/2008).dan pada tanggal 10 Desember 2005
merubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru
dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan.

Sejak awal berdirinya PERTAMINA, statusnya selalu melekat sebagai
perusahaan Badan Usaha Milik Negara/BUMN dan tunduk juga dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Badan Usaha Milik Negara atau sering disingkat dengan BUMN,
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merupakan bentuk badan usaha dibidang-bidang tertentu, yang umumnya

menyangkut dengan kepantingan umum, dimana peran pemerintah di

dalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang

yang dinyatakan di dalam UU 8/19
Saat ini PERTAMINA berada di bawah Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dan sebagai satu-satunya Perusahaan Migas Negara.

Yang berkedudukan sebagai RUPS adalah Menteri BUMN yang mewakili

110 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 48
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Negara. Penunjukan atas organ-organ Perseroan PERTAMINA (Dewan
Direksi dan Dewan Komisaris) merupakan kewenangan Menteri BUMN.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian
BUMN melaksanakan .proses _restrukturisasi ~ melalui pembentukan
perusahaan holding, merger, akuisisi dll. Hal tersebut ditujukan untuk
meningkatkan nilai kerjacdan: nilai ' tambah dengan terus dilakukannya
perampingan . dan perbaikan portofolio jumlah perusahaan BUMN.
Perkembangan fokus restrukturisasi dilakukan mulai tahun 2020 yang dalam
5 tahun kedepan akan membuat jumlah BUMN menjadi lebih efisien dengan
jumlah kurang dari 70 BUMN. 1t

Tabel 2

Jumiah BUMN ditargetkan
turun menjadi <70

dalam rangka optimalisasi
kinerja dan refocusing

2018 2019

11 https://bumn.go.id , diakses pada tanggal 8 Desember 2021
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Saat ini telah dibentuk 12 klaster BUMN yang dibina oleh 2 Wakil

Menteri, yaitu:12

Tabel 3

Klaster Industri
Manufaktur

)

E\N (I Menteri 2

i

-
.-""_ arnr

Klaster Taster Jale’
Jasa Keuan. ' g, fla iekomunikes) S s ukiur

dhsdy | =

Klaster

Parlwisata &
Pendukung

A -

Pertamina (Persero)-PERTAMINA sebagai salah satu BUMN secara resmi
meresmikan pembentukan “holding company” dan 6(enam) Sub “holding

company” diantaranya:

112 1hid
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Tabel 4

STRUKTUR ORGANISASI PT PERTAMINA (PERSERO)

HOLDING PERTAMINA

113

PT Pertamina.
Di dalam Keputusan Menteri BUMN tersebut, ditetapkan 6 (enam)
Direksi baru PERTAMINA menggantikan 11(sebelas) Direksi sebelumnya.

Direksi baru tersebut, yakni Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama, Imam

113 Media Internal PT Pertamina (Persero), PERTAMINA Energia Weekly Edisi 15 Juni 2020
No.24 Tahun LVI Hal. 1, dikutip pada tanggal 21 Februari 2021
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Rachman sebagai Direktur Strategi, Portfolio dan pengembangan Usaha,

Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan, Koeshartanto sebagai Direktur

Sumber Daya Manusia, Mulyono sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur

2. Anali

company dan

rsebut menurut

“Menteri (bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham
Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang
saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak
seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. ”**

114 https://www.pertamina.com, diakses pada tanggal 10 Desember 2021

115 ] ihat ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
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Selanjutnya di dalam penjelasan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
dinyatakan bahwa:

“Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh

negara, Menteri yang ditunjuk smewakili negara selaku
pemegang saham dalam.-setiap  keputusan tertulis yang
berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan
RUPS. Bagi Persero dan perseroan terbatas yang sahamnya
dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri
berkedudukan: 'selaku “pemegang saham dan keputusannya
diambil bersama-sama denganpemegang saham lainnya dalam
RITPS L

Bahwa Menteri yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal
tersebut adalah Menteri BUMN selaku wakil Pemerintah dan
Kuasa Pemegang Saham sebagamana diatur di dalam ketentuan
Pasal 1 butir (5) dan (6) sebagai berikut:

“"5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi
kuasa_untuk mewakili 'pemerintah selaku pemegang
saham: negara| padaPersero dan.pemilik modal pada
Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.

6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan

mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan
kegiatan usaha.”

b) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Nomor 46/G/2018/PTUN-JKT tanggal 18 September
2018, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang
menyatakan:

“Menimbang bahwa, oleh karena tindakan Menteri Badan

Usaha Milik Negara(BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang
Saham merupakan tindakan dari organ Perseroan yang

116 |_jhat Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
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bergerak dalam lapangan hukum Perdata dan bukan dalam
lapangan hukum Publik sebagaimana ciri dari suatu tindakan
atau perbuatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
maka kedudukan atau posisi Menteri Badan Usaha Milik
Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat
ifikasikan sebagal Bada au Pejabat Tata Usaha

i 1 angka 8 Undang-

‘\\\\\\\\\\\“0‘

N

an Direksi Holding Migas. Di dalam
surat tersebut, Menteri BUMN menyatakan kepada
Direktur Utama yang pada intinya menyatakan
mengenai penunjukan pimpinan anak-anak perusahaan
Sub Holding.

ii.  Surat Keputusan Menterii Negara BUMN selaku Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan
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(Persero) PT Pertamina Nomor SK-198/MBU/062020
tertanggal 12 Juni 2020 tentang Pemberhentian,

Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan

«®
““

at anggota

(Persero) PT

jabatan

D
r
o
’
o
“
o
r’
7
0
¢

N

c) Mengalihkan penugasan anggota Direksi

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
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Kemudian Direktur Utama menindaklanjuti Surat
Keputusan (SK) Menteri Negara BUMN selaku Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pertamina Nomor SK-198/MBU/062020
tertanggal 12 Juni 2020 dengan menerbitkan Surat
Keputusan® =No./ Kpts-18/C00000/2020-SO tentang
“Struktur Organisasi dasar PT Pertamina (Persero)”
yang berisikan:

“Pertama: Struktur Organisasi dasar, tugas dan
wewenang, sebutan jabatan Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, dan Kode Bagian Organisasi (KBO) PT
Pertamina (Persero) sebagaimana tercantum di dalam
lampiran I, 1l dan Il Surat keputusan.ini. ”

“Kedua: membentuk dan menetapkan Sub Holding dan
Anak perusahaan PT Pertamina (Persero): ”

“Ketiga: [ bhahwa untuk. menjamin kelancaran dan
layanan operasional yang berdampak luas kepada
pelanggan dan masyarakat, sambal menunggu
penetapan dan pemberlakuan bilahan struktur
organisasi dasar Holding dan Subholding Migas
dimaksud pada dictum PERTAMA dan KEDUA, maka
ditetapkan Organisasi Transisi sebagai berikut: ”

1. “Organisasi..Direktorat dan Fungsi yang tidak
berubah tetap menggunakan organisasi eksisting ”

2.“Untuk Operasional dan bisnis PT Pertamina
(Persero) yang terkait dengan Subholding baru
dikoordinasikan langsung ke Direktur Utama
Subholding dan Direktur Utama Anak Perusahaan
Shipping Co. terkait, namun untuk keputusan
strategis tetap berada di Direktur Holding.”

3. “Penyesuaian garis lapor Fungsi Organisasi yang
berubah, sesuai dengan pola organisasi dasar
dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagaimana
tercantum dalam lapiran IV Surat keputusan ini. “
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c) Bahwa pembentukan “Holding-Subholding Company” PT
Pertamina (Persero) bukanlah tindakan korporasi yang

membentuk atau mendirikan badan hukum baru ataupun

BUMN yang
memperbaiki
kinerja dan

pula dengan restrukturisasi sebagaimana terdapat di dalam
ketentuan penjelasan umum angka VI UU 19/2003 telah
menegaskan bahwa bahwa sama halnya dengan privatisasi,
restrukturisasi adalah cara atau tools yang sah guna pembenahan
BUMN untuk mencapai cita-cita dan upaya-upaya penyehatan

BUMN. Terlebih dalil Para Penggugat yang mengaitkan
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restrukturisasi mengakibatkan kerugian negara juga sama sekali
tidak relevan. Restrukturisasi justru bertujuan sebaliknya yakni

merampingkan, mengefisienkan dan menyehatkan usaha BUMN

2) Menteri BUMN tidak berwenang dalam  melaksanakan

restrukturisasi BUMN-PERTAMINA dengan pembentukan Holding-
Sub Holding Company.
Untuk dalil ini didasari oleh beberapa justifikasi sebagai berikut:

a) PT Pertamina (Persero) merupakan Perusahaan energi nasional
yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah
republik Indonesia melalui Menteri BUMN selaku kuasa
pemegang saham. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal
1 butir (1),dan butir (2) UU 19/2003 yang menyatakan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut
BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero,
adalah BUMN"yang.berbentuk perseroan terbatas yang
modalnyaterbagi dalam saham yang seluruh atau paling
sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya
mengejar keuntungan.

Didalam ketentuan Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 17

tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menyatakan bahwa:

“Perusahaan Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.”
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b) Bahwa dengan diterbitkannya Surat keputusan ini telah
mengakibatkan:

I.  Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan

yang awalnya
arsero) berubah

Anak-Anak

SRNRRRRNNNNNY)

—
@
=
@
=)
=
o
D
=
=
c

“(1)Perbuatan ukum Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan
kepentingan:

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan
Perseroan;

b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan

c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan
usaha.”
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Didalam penjelasan Pasal 126 ayat (1) UU 40/2007 menyatakan
bahwa:

“Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan,
eleburan, Pengambilaliha Pemisahan tidak dapat

arus juga
monopsoni

am minoritas dan
Perum yang

terintegrasi amin security of supply dalam
penyediaan pemenuhan energi negeri yang menopang
ketahanan energi. Dengan integrasi bisnis hulu ke hilir tersebut,
maka jalur koordinasi perusahaan menjadi sangat jelas dan
gamblang dalam satu kesatuan sebagai representasi negara.

Dengan pelaksanaan Holding-Subholding tersebut,

menyebabkan seluruh bisnis inti PT Pertamina (Persero) dari
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hulu ke hilir menjadi Subholding. Jadi core business PT

Pertamina (Persero) menjadi Anak Perusahaan PT Pertamina

(Persero). Dengan terpecahnya sisitem integrasi PT Pertamina

patut di  duga

n Initial Public
ana yang telah
). Hal tersebut
akan berpotensi

dan berpotensi

terbentuk Anak-Anak Perusahaan dari masing-masing Sub
Holding yang dapat dikatakan sebagai “cucu perusahaan PT
Pertamina (Persero)”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa
terdapat aliran asset dan keuangan yang berasal dari PT
Pertamina (Persero) kepada Cucu-cucu Perusahaan tersebut.

Akan tetapi terkait dengan pertanggungjawaban atas asset dan
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keuangan Cucu-cucu Perusahaan tersebut tidak langsung
kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan Induk

namun kepada Perusahaan Subholding. Hal tersebut dilematis

ikelola sendiri
arga, piutang,
i dengan uang,
ada perusahaan

berarti sebagia gan diperuntukkan kepada pemegang

saham, dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan
Pasal 1 ayat (2) UU 19/2003 yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero,
adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling
sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh
Negara Republik Indonesia yang tuiuan utamanya mengeiar
keuntungan”
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Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1971

Tentang PERTAMINA, yang menyatakan bahwa:

Rakyat dan

Bahwa denga a perubahan status Holding dan
Subholding, maka berpotensi terjadinya kerugian negara
dimana aset dan keuangan tersebut bukan lagi menjadi aset
PT Pertamina (Persero). Mengenai kerugian negara tersebut

diatur di dalam ketentuan sebagai berikut:
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e Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan:
“(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah

erugian negara yang ibatkan oleh perbuatan
N nukum- B

iﬂ' urangan uang,

Ing nyata dan pasti
erbuatan melawan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) UU 40/2007 menyatakan
bahwa organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan
dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan
komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang dan Anggara

Dasar. Pada perusahaan yang berbentuk BUMN, Menteri bertindak selaku
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RUPS dalam hal seluruh saham PT dimiliki oleh negara. Hal tersebut juga
sejalan dengan kewenangan RUPS yang diberikan oleh UUPT antara lain:

Penetapan perubahan Anggaran Dasar;

Menentukan pembelian kembali saham;

Penetapan penambahan Modal Perseroan;

Penetapan pengurangan Modal Perseroan;

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan tahunan;
Penentuan penggunaan Laba;

Pengangkatan, -pemberhientian, , pembagian Tugas Direksi dan
Komisaris;

8. Persetujuan Pengalihan dan penjaminan kekayaan perseroan;
9. Persetujuan atas Restrukturisasi Perusahaan;

10. Pembubaran Perseroan.

PRSI O N

Berdasarkan poin (7) diatas, maka Menteri BUMN selaku RUPS
berwenang dalam melakukan Tindakan Pengangkatan, pemberhentian,
pembagian Tugas Direksi-dan Komisaris:sehingga surat keputusan Menteri
BUMN tersebut dari segi normative tidak melanggar hukum.

Pembentukan 6(enam) . perusahaan- Subholding  berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-
18/C00000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi dasar PT Pertamina
(Persero) merupakan-tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri BUMN
selaku RUPS Nomor: SK-198/MBU/06/2020 dan di dalam konsideran
termuat dengan jelas pernyataan bahwa “Menindaklanjuti Surat Keputusan
Menteri BUMN No. SK-198/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian,
Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan
Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penamina,
maka Perusahaan memandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Dasar

PT Pertamina (Persero). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara
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normative Surat Keputusan No. Kpts-18/C00000/2020-S0 tentang Struktur

Organisasi dasar PT Pertamina (Persero) tidak melanggar hukum karena

masih didasarkan dalam kewenangannya.

“Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat
dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak
tertentu. Selanjutnya, da/am enggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga gah
kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam
berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. ”
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2. Bahwa yang dimaksud dengan Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan adalah sebagai berikut:

a. Penggabungan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9

)
v

um  yang
ebih  untuk
n yang telah
pasiva dari
eralih karena

&
r
o
’
)
[l
’
v
/
¢

P

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri
dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang
karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari
Perseroan yang meleburkan diri dan status badan
hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena
hukum.”
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c. Pengambilalihan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka
11 UU 40/2007 yang berbunyi:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang

yang
atas

““

ang dilakukan
usaha yang
Siva Perseroan
a) Perseroan atau
Perseroan beralih
oan atau lebih.”

<2 Nt Wt 0
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3. Sehubungan pelaksanaan  restrukturisasi  yang
membentuk subholding dan anak perusahaan berdasarkan surat
keputusan No. Kpts-18/C00000/2020, maka dapat dijelaskan
bahwa definisi dari Restrukturisasi adalah suatu langkah yang
dilakukan pemerintan untuk meningkatkan kinerja dan
efektivitas perusahaan yang berada di bawah kendali

pemerintah dalam hal ini ialah Badan Usaha Milik Negara.
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Pemerintah banyak melakukan langkah dalam melakukan

restrukturisasi salah satunya yaitu dalam pembentukan “holding

company ” atau bisa dikatakan BUMN induk yang membawahi

menyimpulka Q@
“holding-subholding ‘

1. PERTAMINA secara historis didirikan dengan UU N0.8/1971
dan kemudian berubah menjadi Perusahaan Persero pasca
diundangkannya UU No. 22/2001 yang kemudian diterbitkan
peraturan pelaksanaannya berupa PP No. 31 tahun 2003.
Kemudian berubah struktur menjadi holding-subholding

company dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri
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BUMN No. SK-198/MBU/06/2020. Mengingat status hukum
PERTAMINA sebagai perusahaan BUMN vyang didirikan

dengan Undang-Undang, maka menurut hemat penulis

ga dilakukan dengan

atau  Subholding

diinbrengkan sebagai HBM Anak-anak perusahaan atau hanya
diberikan kewenangan untuk mengelola oleh PERTAMINA
holding juga belum jelas. Jika kita mengacu kepada Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor
PER-03/MBU/03/2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010
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tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindahtanganan
aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara tertanggal 29 Maret

2021, di dalam peraturan Menteri tersebut hanya mengenai

mekanisme

salah satu

untungkan atau

dan penyehatan

maka dapat

mengacu kepada Undang-Undang Keuangan Negara dan
peraturan pelaksanaannya. Selain itu aset tersebut juga sebagai
core business asset, bukan sebagai supporting aset.

3. Meskipun secara eksplisit belum ada suatu peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan “holding

company ”, namun tindakan tersebut telah dilaksanakan dalam
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suatu aksi korporasi oleh PT Pertamina (Persero) dengan

pembentukan “holding-subholding company .
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hulu meliputi antara lain aktivitas eksplorasi serta produksi migas

dengan cakupan seluruh wilayah kerja Pertamina di dalam maupun di

luar negeri.
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2. Sub Holding Refinery & Petrochemical

Yang dipimpin oleh PT Kilang Pertamina International dan

meliputienam kilang, yaitu Refinery Unit (RU) Il Dumai, RU Il Plaju,

adap kegiatan
uk petrokimia,

aupun proyek-

T ENA S

P 2
<«
3
:

dari rantai kegiatan bisnis hilir Pertamina. Pertamina telah memiliki
infrastruktur yang memadai untuk mendukung pendistribusian dan
pemasaran produk energi yang dihasilkannya, termasuk produk Bahan
Bakar Minyak (BBM), pelumas, dan LPG serta aspal dan produk

petrokimia, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen ritel maupun

korporat di seluruh negeri maupun di luar negeri.
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4. Sub Holding Power & New and Renewable Energy

Yang dipimpin oleh PT Pertamina Power Indonesia dan meliputi PT

Pertamina Geothermal Energi. Sub Holding ini bertanggung jawab pada

6. Sub Holding Shipping Company
Yang dipimpin oleh PT Pertamina International Shipping dan meliputi
PT Pertamina Trans Kontinental. Cakupan bisnis usaha Subholding ini
meliputi penyediaan kapal hingga pelayanan pengangkutan dengan

kapal.
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Kesemua perusahaan subholding tersebut diatas, kepemilikan saham

mayoritasnya adalah milik PT Pertamina (Persero). Hanya terdapat 2(dua)

saja anak perusahaan subholding yang telah menjadi Perseroan Terbuka

1. “Zeggenschapsfunctie
kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara
kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan

melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat
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umum pemegang saham untuk mendukung beleggingsfunctie
konstruksi perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi.*’

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU 40/2007 maka

dalam anggaran

emegang saham

mendukung konstruksi perusahaan sebagai kesatuan ekonomi sehingga
induk perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih baik dari

investasi pada perusahaan grup dibandingkan perusahaan tunggal.*'8

17 Susilowati, Op.Cit, hal.117
118 1hid
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Hubungan hukum yang timbul antara PT Pertamina (Persero) dengan
Subholdingnya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk

perusahaan) dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur

sisinya  sebagai

an dasar anak

perusahaan yang mandiri secara yuridis, dimana saham anak-anak
perusahaan tersebut dimiliki oleh satu perusahaan induk. Oleh karenanya
hal tersebut menciptakan suatu keterkaitan dalam aspek ekonomi,

keterikatan tersebut tidak mengakibatkan pupusnya kemandirian secara

119 Rita Dyah Widawati, Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang
Dilakukan Oleh Anak Perusahaan, Tesis Fakultas Magister Kenotariatan Pogram Pasca Sarjana
Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, hal. 82.
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yuridis anak perusahaan. Namun implikasinya akan dapat mengakibatkan
induk perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang

dilakukan anak perusahaannya.

diluar saham vyang telah

diinvestasikannya ke dalam Perseroan tersebut tidak akan turut menjadi
jaminan atas segala utang perseroan dan Investor tidak akan ikut terseret
dalam tuntutan/gugatan hukum yang diajukan oleh Pihak lain kepada
Perseroan tersebut. Dengan kata lain, Hukum Perusahaan/Corporate Law
memperbolehkan setiap orang untuk berinvestasi dalam Perseroan tanpa

dibebani tanggung jawab yang tidak terbatas (unlimited liability). Prinsip
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ini, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa status Perseroan Terbatas sebagai

Entitas Terpisah (seperate entitity) berlaku sejak Perseroan mendapatkan

Jjawab secara
oan dan tidak
I saham yang
bahwa tanggung

adalah sebagai

atas nama Perseroan maupun atas segala kerugian yang dialami

Perseroan.

120 ] jhat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas”
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b) Risiko yang ditanggung oleh masing-masing pemegang saham,

hanya terbatas pada nilai nominal investasinya atau tidak melebihi

daripada saham yang dimilikinya pada Perseroan.

Oleh sebab itulah maka sebuah perusahaan dapat mendirikan anak -
anak perusahaan atau subsidiary untuk menjalankan bisnis perseroan induk
atau Parent Company. hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan
dengan anak perusahaan merupakan hubungan sebagai pemegang saham.

Apabila kita melihat dari sudut persepektif keuangan, maka group of

companies atau konglomerasi grup perusahaan dapat kita lihat sebagai suatu
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single economic entity atau satu kesatuan ekonomi, atau dapat diartikan
bahwa grup perusahaan tersebut mempunyai satu kesatuan kepentingan yang
dikendalikan oleh ultimate shareholder atau controlling shareholder atau

dalam hal ini

ing company ”,
erusahaan grup

n ekonomi dan

bertanggungjawab hanya terbatas pada kewenangan yang diberikan terhadap
induk perusahaan baik dalam hal pembentukan organisasi manajemen
maupun kebijakan perusahaan lainnya, namun jika kosntruksi perusahaan
anak tersebut merupakan organisasi perusahaan dalam bentuk Perusahaan
Terbatas yang mandiri maka Perusahaan Induk tidak dapat dituntut

pertanggungjawaban juridisnya. Perusahaan Induk hanya bertanggungjawab
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sebatas pada nilai modal saham yang disetorkan di dalam perusahaan tersebut

sebagaimana mengacu kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007.

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (separation) dan
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimp

B.

ro) dengan

dilakukan
)ayung hukum
dan pendirian

gai BUMN dan

SRR

haannya hanya

a2 U Y

Saran
1. Untuk kedepannya dan mengacu kepada perkembangan bisnis, maka
diperlukan suatu produk perundang-undangan yang khusus dan spesifik

mengatur mengenai Holdingisasi.
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. PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan BUMN yang awalnya

didirikan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, seharusnya untuk

perubahan struktur PT Pertamina (Persero) dengan Holding-Subholding

dang-undangan juga,

<*“Vhpnanatt 'M,

STTAS ISLA
S “2

121



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhan ukum Perusahaan ln ia, Citra Aditya Bakti,

Henry Cambell, Black’s Law Dicti entennial Edition 1891-1991.Ed.6.:
West Publishing Co, St.Paul Minn, 1990

| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
Teori Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.

Johnny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, CV. Putra Media

Nusantara, Surabaya, 2009

122



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Jonnaedi Effendi dan Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018

Komaruddin, Ekonomi Perusahaan dan Manajemen, Alumni, Jakarta, 1982

Pidana, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2016
Panji Anaraga, BUMN, Swasta dan Koperasi, Pustaka Jaya, Jakarta,2002
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005.
Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Ctk ketiga, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2001

123



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Rajawali
Press, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.

Lisnawati, Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara di
Indonesia, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR Rl Vol
X1,No0.01/Puslit/Januari/2009

Media Internal PT Pertamina (Persero), PERTAMINA Energia Weekly Edisi 15

Juni 2020 No.24 Tahun LVI Hal. 1, dikutip pada 21 Februari 2021

124


http://www.jurnal.unair.ac.id/filerPPF/07%2030%20September%202014

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Nita Aryani, Tanggung jawab hukum dalam kontruksi perusahaan induk (Holding
company) dan anak perusahaan dalam perusahaan grup,

http://lawandbeauty.blogspot.com/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-

Rita Dyah Widawati a erhadap Perikatan Yang

Kenotariatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan
"Perjanjian Karya"™ Antara P.N. Pertamina Dengan P.T. Caltex Indonesia
Dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas
Petroleum Company (TOPCO); P.N. Permina Dengan P.T. Stanvac

Indonesia, P.N. Permigan Dengan P.T. Shell Indonesia.

125


http://lawandbeauty.blogspot.com/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-kontruksi.html
http://lawandbeauty.blogspot.com/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-kontruksi.html

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (UU No. 8/1971) tentang Perusahaan

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentaang Perubahan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara

126



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik
Negara dan Perseroan Terbatas

Keputusan Presiden Nomor 476 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan-

: ap_Pe : sahaan Minyak Asing
\ &
S8 Dbl 1S
Putusan Mahka Usi | ggal 13 Desember
tertangga 25

Putusan Pen( ageri Ja 34 3 ’N.Jkt.Pst antara

elawan Menteri

Laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat www.sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.

php/detil perkara/386/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Laman https://www.pphbi.com/mengenal-holding-company/

Laman https://bumn.go.id

Laman PT Pertamina(Persero) https://www.pertamina.com

127


http://www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina
http://www.sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.%20php/detil_perkara/386/Pdt.G/2020/PN%20Jkt.Pst
http://www.sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.%20php/detil_perkara/386/Pdt.G/2020/PN%20Jkt.Pst
https://www.pphbi.com/mengenal-holding-company/
https://bumn.go.id/
https://www.pertamina.com/

	TESIS_RIZQI ASFHAHANI_revFinal - Cover.pdf (p.1-2)
	TESIS_RIZQI ASFHAHANI_revFinal - kata pengantar.pdf (p.3-9)
	TESIS_RIZQI ASFHAHANI_REVFinal_ISI.pdf (p.10-136)

